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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGS! INSPEKTORAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

MENIMBANG + a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c,
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Musi Rawas
Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara maka periu adanya
penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat :

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka penjabaran tugas pokok
dan fungsi inspektorat perlu di atur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati:

HENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonascia Mamar £40.41.
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Jnzang-undang feovor 23 Tanun 2014 tentang
Damgrntgnar Daeran (Lembaran Negara Republik
indsresia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintan Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diuhah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Taia
Keria Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di



11,

12.

13.

14,

16.

17.

zEn S-ows roeoanya Berita Negara Republik
mdoresd Tanun 2390 Nomer 438), |

Dergruran eniar Daiam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :PER/15/M.PAN/9/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyeienggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 873);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2013 Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016
Nomor 6),

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Taita Kerja
Perangkat Daeran Kabupaten Musi Rawas Utara
(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 67).



MENETAPKAM

HEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI  mMust | RAWAS UTARA
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK pap
FUNGS! INSPEKTORAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratyran ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara:

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara;

3. Bupati adaiah Bupati Musi Rawas Utara;

Sekretaris Daerah  adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musj Rawas Utara;

S. Inspektorat adalah Inspektorat * Kabupaten Musi
Rawas Utara;

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Musi Rawas
Utara;

7. Jabatan Fungsional  adalah kedudukan yang
menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satyan
Crganisasi  yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri;

8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan di
Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah
jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan i
daerah, di luar Pengawasan keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, Yang diduduki ofeh
Pegawai Negeri Sipil;

9. Auditor adalah jabatan yang mempunysi ruang
lirighup. tugas, tanggung jawab dan wewenang uniuk
meakykan VeNgawasan  intern pada  instasnsi



pementigr, emoaga danfatau pihak lain yang di
Galamrya lerdapat kepentingan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, vang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;

10. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
(wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan

daerah, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BaB Ul
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS!

Pasal 2
KEDUDUKAN

1. Inspektorat merupakan unsur pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah;

2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspekiur yang
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati secara teknis dan

secara administrasi mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah;

Pasal 3
TUGAS POKOK

inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah, pelaksanaan dan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa/ kelurahan;



“asal 4
FUNGSI

Untuk meiaxsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pasal 3 Inspektorat mempunyai fungsi
a. perencanaan program pengawasan,
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan dan ,

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB i
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari
a. Inspektur;
b. Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Peiaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

c. Inspektur Pembantu Wilayah
d. Inspektur Pembantu Wilayah ii;
e. Inspekiur Pembantu Wilayah Ili;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagan Struktur Organisasi inspektorat

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
INSPEKTLR



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal :26 fdzeary 2017
BUPAFMUSILRAWAS UTARA,

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal & Mot Z017

H. ABDULLAH MAKCIK.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR "\9
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